BAB IV

ANALISISIMPLIKAS HUKUM KESALAHAN BIODATA
DALAM AKTA NIKAH

A. Sgauh Mana Implikass Hukum Dari Perkara Kesalahan Biodata Dalam

Akta Nikah Di Pengadilan Agama Semarang

Perbaikan kesalahan merupakan suatu hal patuudakoleh setiap
manusia, karena sesuatu yang salah harus dipeemgakibenar dan lurds.
Karena kebenaran pasti akan mempunyai efek pqstimohonan perubahan
atau perbaikan biodata pada Akta Nikah adalah peoman perubahan
identitas/biodata suami, isteri atau wali baik karesalah tulis/ ketik atau
tidak sesuai dengan identitas yang sudah sebelymaparti KTP, SIM, KK,

Izajah dan SK bagi PNS/Pegawai.

Kesalahan biodata dalam Akta Nikah perlu diperbaitki karena
bukti autentik bahwa perkawinan telah tercatatstnadalah dikeluarkannya
Akta Nikah oleh instansi yang bewenang (Kantor drug\gama bagi yang
beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi ym1ggama selain islarh).

Oleh itu, kesesuaian biodata dalam pencatatan pwat&a yang
tercantum dalam Akta Nikah pada hakikatnya bertujuatuk memberikan
kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua beiaak p(suami isteri),
termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadfjat yang

ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Yaitu tang hak dan kewajiban

! Wawancara dengan Drs. H. A. Ghozali, M.S.I, DagdN Walisongo Semarang, Rabu
12 Desember 2012.

> Wawancara dengan Drs. Mubarok, MH. (Hakim Pengadifgama Kelas 1A
Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.
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masing-masing secara timbal balik, tentang anak-gmaag dilahirkan, dan
hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak

Akibat kesalahan biodata dalam akta nikah yaitwhkt® mengurus
akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikamaacadanya perkawinan
yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak analy yhlahirkan baik
secara administrasi maupun secara hukum. Kareaaajiak tidak memiliki
akta kelairan maka akan mengalami hambatan-hambdédeim urusan
administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak ysatg dan berhak
memperoleh warisan. Kemudian kesulitan membuatuKieluarga (KK)
juga karena untuk menghindari pemalsuan identiasria nama yang tertera
dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas @ik itu berupa KTP
atau ljazah.

Sedangkan dalam kaitannya berpengaruh dalam kemaseperti
putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 004/RALBPA.Sm yaitu
istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya yaegipa uang duka dan
janda dari suaminya yang telah meninggal. Itu karemaminya yang
bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ngandalam akta nikah
berbeda dengan KARIP (Kartu ldentitas Pensiunat)ingga setelah suami
meninggal istri kesulitan mengurus warisan darnsnga berupa uang duka
dan uang janda PNS.

Jadi kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak havsgoengaruh
terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengtedtadap hukum yaitu

keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena laiodatg tertera memang
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berbeda dengan biodata asli, dan juga berpengaruadap kewarisan karena
pada kasus tertentu kewarisan membutuhkan adnaisigi@ng utuh.

Terkait kesalahan biodata diatas diakibatkan kaestzanya keraguan
sah atau tidaknya perkawianan karena biodata dalktia nikah berbeda
dengan biodata dalam tanda identitas lain, sehinggeurut pasal 7
Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Perkawinan hanyaadajibuktikan dengan
Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan sahuat&daknya
dengan bukti akta nikah karena terdapat perbedaalata dalam akta nikah
dengan tanda pengenal lain maka dapat diajukan iskah ke Pengadilan
Agama untuk mengesahkan pekawinannya dengan camggari biodata
yang salah dengan dasar hukum penetapan dari Remgadama.

Kesalahan-kesalahan penulisan biodata dalam AlahNjang sering
terjadi adalah di bagian penulisan nama, padahalanadalah identitas
pertama setiap individu sehingga apabila terjadské&ahan dalam nama maka
efeknya cukup panjang, karena tanda pengenalng& 8dsuai maka akan
menimbulkan asumsi pemalsuan identitas.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi diklasifikasikantara lain
kesalahan yang cukup besar yaitu beda antara namesat dengan nama
panggilan, itu artinya nama yang tertulis di Aktak&h adalah nama

panggilan atau julukan. Kemudian penyebutan nadk iengkap, misalnya

* Hasil wawancara dengan Drs. Mubarok, MH. (Hakimdaelilan Agama Kelas 1A
Semarang), pada tanggal 26 Juni 2013.
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nama asli terdiri dari tiga nama tapi hanya testdlia nama dan begitu juga
sebaliknya. Selanjutnya adalah terjadi salah ejaan.

Hal-hal diatas sering terjadi dikarenakan berbagaak yang terlibat
di dalam tahapan pendaftaran perkawinan sepertt spengantar dari
kelurahan dan dianggap tidak begitu berpengaruh gibak yang akan
menikah tetapi mempunyai dampak besar, karena dtemal mengenai
penulisan bioata tidak sepenuhnya kesalahan pedéawor Urusan Agama
selaku Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi kesalghag sering terjadi
yaitu sering bermula dari pengantar RT. RW dan t&a¢lan, sehingga untuk
mengurangi atau mencegah terjadinya kesalahan dp&mlisan biodata
dalam Akta Nikah sangat relevan jika diperlukan peksaan pranikah atau
penelitian yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urug@ama, yang sudah
diatur dalam Pasal 6 Ayat (1 dan 2) Peraturan RatabrNo. 09 Tahun 1975
yang mengatur pemeriksaan atau penelitian pranikah.

Keberadaan pemeriksaan pranikah sangat membaraton cla¢ncegah
terjadinya kesalahan biodata dalam Akta Nikah, pis&an pranikah
dilakukan dengan cara memeriksa berkas-berkas,skaise nama yang
tertera dan menanyakan kembali kepada pihak-piaag gkan menikah.

Banyaknya terjadi kesalahan penulisan biodata wa&tgrusnya bisa
dicegah sebelum terjadinya perkawinan, yaitu margylembali surat-surat

pengantar dari RT, RW dan kelurahan masing-masiign tetapi hal

* Wawancara dengan H. Labib. (Ketua Kantor Urusanmay@emarang Barat). Pada
tanggal 8 Januari 2013
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tersebut sering tidak dilaksanakan oleh pihak yakgn melangsungkan
perkawinan karena untuk mempersingkat proses péankaw

Perkara perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah miagadakim di
Pengadilan Agama Semarang mendasar pertimbangaam daedembuat
penetapan terhadap perkara perbaikan kesalahastdgmitu ketentuan pasal
12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, padgyanmengharuskan
adanya Akta Nikah yang memuat identitas suamiijstéentitas Pegawai
Pencatat Nikah dan kelengkapan administrasi laisegara jelas dan benar.
sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan mas&kiena Akta Nikah
sebagai bukti adanya perkawinan untuk admisistagara dan mendapatkan
perlindungan hukum dalam setatus perkawinannyakipes pencatatan
administrasi mengharuskan kehati-hatian dan kietelidemi terciptanya
ketertiban administrasi negara/ publik.

Hakim juga mendasarkan putusannya mendasarkanRzesdé 34 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 bgriperubahan yang
menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali hdresdasarkan kepada
putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkK&tentuan dalam pasal
tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinfgerdiadilan Agama
Semarang karena perbaiakan kesalahan biodata dsliéenNikah adalah
merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengaktjiama.

Sehubungan dengan penjelasan pasal diatas, kemuymiases
selanjutnya dari pelaksanaan perbaikan kesalalwalatai dalam Akta Nikah

sesuai dengan pasal 34 ayat (I) Peraturan Pentefifamor 11 Tahun 2007
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yang menyatakan bahwa perbaikan penulisan dalamungedk nikah

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maksud mileksanaan pasal ini
adalah penulisan perbaikan tetap dilakukan olehaWaigPencatat Nikah
meskipun perkara diselesaikan di Pengadilan Aggmeehaikan dilakukan
sesuai dengan amar putusan Majlis Hakim yang mé&s#eperkara.

Cepat atau lamanya proses perkara tergantung daak pyang
mengajukan permohonan perkara perbaikan biodatay jka bukti-bukti
yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permoh@wbaikan biodata
sudah dianggap cukup, maka proses perkara akahl@paa pada dasarnya
Pengadilan Agama mempunyai asas cepat dan biayanrifraktor lain yang
menjadikan lama adalah banyaknya perkara di Pelagadgama Kelas 1A
Semarang.

Perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah di Kantor Bmusgama
merupakan proses kelanjutan dari putusan Pengaddama, proses yang
dilakuan adalah dengan cara memberikan keterangadaldm lembar
keterangan pada Akta Nikah dan distempel, tidalgdemimencoret nama asli
walau salah karena mengurangi keotentikan AktaiNikengkah ini memang
sedikit berbeda dengan yang tertera di Ayat 1 Pasd&eraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2007 yaitu:

Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret katag salah
dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersetk@mudian menulis
kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleiNP&an diberi stempel
KUA.
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Hal yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agamsmang
sedikit berbeda dengan isi pasal diatas akan tetepnpunyai tujuan yang
sama yaitu menjaga keautentikan Akta Nikah kareeaupakan dokumen

negara.

B. Analisistinjauan Al-qawaid al-fighiyyah Terhadap Perbaikan K esalahan

Biodata Dalam Akta Nikah

Menuju kebaikan, artinya dari sesuatu yang salatujoeyang benar,
perbaikan kesalahan yaitu menjadikan suatu kesalabdnapuskan atau
diganti dengan yang benar, dalam perspektif huksiam memperbaiki
kesalahan adalah harus (wajib) jika kesalahan atal fakibatnyd. Karena
pada dasannya Islam mengajarkan kebaikan dan kesela sehingga
ummatnya dianjurkan menempuh jalan yang benar,asemlam ayat Al-

Qur’'an surat Al-Bagarah ayat 195:

AHERN. O ORI BX-A>0cHD = 22 g
O OEDIHIL XOwa - ORFERD
Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kelain
kebinasaan™
Maksud dari ayat di atas adalah manusia dilarangbieekan dirinya
dalam bahaya atau dalam kesulitan baik yang ditddbaadanya kesalahan

yang menyulitkan dirinya, sehingga jika dikaitkeendan perkara kesalahan

biodata dalam Akta Nikah yang menyulitkan baik daladministrasi dan

> Hasil wawancara dengan Drs. H. A. Ghozali, M.Sdsén IAIN Walisongo Semarang,
Rabu 12 Desember 2012.

® Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen AgaRb Al-Quran dan
TerjemahnyaSemarang: CV. Alwah, 1993, him. 47.
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hukum terkait pengurusan Akta Kelahiran Anak, meatlsurat pindah dan
mengurus harta warisan. Maka sebisa mungkin dic&gahlahan itu, atau
apabila terlanjur maka harus diperbaiki untuk mgabekesulitan-kesulitan
berikutnya.

Perkara kesalahan dalam penulisan biodata padaMksn menurut
hukum Islam terkait perkawinan memang tidak berpeuy terhadap sah
atau tidaknya perkawinan terseBu€arena dalam Islam sejak zaman dahulu
tidak diajarkan pencatatan perkawinan namuaimah (pesta perkawinan),
sehingga pencatatan perkawinan dapat dikategoskdagai implementasi
walimah® karena pada dasarnya pencatatan secara bendami aidministrai
perkawinan mempunyai tujuan yang sama dengatimah yaitu untuk
memberi tahu kepada masyarakat telah terjadi penleansecara sah, maka
dari itu keberadaan pencatatan perkawinan secarar Isangat penting dan
merupakan sarana perlindungan bagi pihak yang mledak perkawinan.
Sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan thicdilam Akta Nikah,
maka keberadaannya lebih menitik beretkan kepaperktimgan administrasi
negara, meskipun hanya sebagai kelengkapan admagiisamun memiliki
tujuan yang sesuai dengan tujuan perkawinan, ya&hagaimana tercantum

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

¢ERHEE 2§00 BORYONICED 67 §IN0.L¢0

AL7AEQO> A0 I XS HAAE W@
BXMUARCGAECOS= . e AQILO @O0

7 Hasil wawancara dengan Drs. Mubarok, MH. (Hakim daelilan Agama Kelas 1A

Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.
® Neng DjubaidahPencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatatriieut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islafdakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 152.
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2OZOCROOE n[ADIAYOO L EANOwWRD

N OOROOe6e0 CO00e0ON
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diangiptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supakamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya dranmta rasa kasih dan
sayang

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangapaémkn serta
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terwujyd sebuah keluarga
(rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahesata bahagia dan
kekal. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia terselmanyak faktor yang
harus dipenuhi, salah satu di antaranya adalahyadegalitas dari Negata
maka dari itu kebenaran biodata dalam Akta Nikabagai implementasi
pencatatan perkawinan menjadi sangat diharuskan.

Karena negara Indonesia adalah negara hukum yamgpumyai
wewenang untuk mengatur rakyatnya, sehingga setapga harus tunduk
dan patuh kepada peraturan yang dibuat oleh Nedaratama peraturan
administrasi yang menjadi sarana negara untuk ohatigi rakyatnya apabila
terjadi suatu permasalahan. Karena pada dasarrigaken menyangkut

rakyat yang diambil oleh pemerintahan yang baikadantuk kemaslahatan

rakyat itu sendiri, seperti dalam kaidah fighiyagmikut:
w - Yo PR f_.u ofz D] Y- s, d - 5

Artinya: Kebijakan Menyangkut Rakyat Terikat dengan Kemaséatt®

9 Abd. Rasyid As’ad, Urgensi Pencatatan perkawinataaPerspektif Filsafat Hukum
Islam, (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto)
oM. Misbah,Pengantar Studi Syari'ahJékarta: Robbani Press, 2008), him. 120.
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Kata ra’iyyah berarti masyarakat awam yang berada di bawah
kekuasaan seorang pemimpin, seperti penguasa, halam pemegang
otoritas lainnya. Itu artinya perbaikan kesalah@&d#&ta dalam Akta Nikah
yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomortdtiun 2007 dan
dilakksanakan di Pengadilan Agama pasti untuk klahatan masyarakat.

Perkara perbaikan kesalahan biodata dalam AktahNikarupakan
perkara baru terutama setelah undang-undang Nombahiin 1974 yang
mewajibkan semua perkawinan harus dicatatkan, makak menutup
kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan bioditiam Akta Nikah.
Kesalahan administarsi berupa kesalahan penulisatabdalam Akta Nikah
tersebut tidak dapat dianggap ringan kerena darygag ditimbulkan tidak
ringan, seperti kesulitan mengurus akta kelahiraaka pembuatan kartu
keluarga dan bahkan pengurusan warisan sehinggkarperperbaikan
kesalahan biodata dalam Akta Nikah menjadi pentMighgenai perspektif
hukum Islam dapat diketahui melalui pendekatandtaifighiyah, penerapan
yang sesuai terkait perbaikan kesalahan dalam Mikiah adalah kaidabh:

15355l

Artinya: Kemudaratan harus dihilangkén

Penjelasan mengenai pendekatan kaidah fighiyahagdiadalah
kemudaratan yang mengakibatkan terhambatnya pesajurakta kelahiran
anak, pembuatan kartu keluarga dan pengurusanamansitu kesalahan

dalam Akta Nikah harus dihilangkan. Cara menghiangya adalah dengan

' A. Djazli, Kaidah-kaidah fikih Jakarta: Kencana. Cet. 2. 2007. Hal. 9
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mengikuti prosedur pemerinah karena ummat islamsharengikuti petunjuk
pemimpin, dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan ahga yang bewenang

mengurusi perkara perbaikan biodata tersebut.
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